BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan penerapan peraturan dalam
menangani hal ini belum memenuhi kedua aspek secara menyeluruh. Dalam Perlindungan
Hukum preventif, pada kegiatan pencegahan pemerintah belum memiliki teknologi atau
sebuah perangkat untuk menindak pesawat tanpa awak di udara guna mencegah kecelakaan
udara akibat terjadinya pelanggaran pengoperasian pesawat udara karena pada dasarnya
kecelakaan yang dapat ditimbulkan dari pesawat terbang yang dikendalikan jarak jauh ini
karena melalaikan ketentuan mengenai pengoperasian pesawat terbang yang dikendalikan
dari jarak jauh dapat terjadi sangat cepat sehingga sangat diperlukan intersepsi guna
menghalau pesawat udara tanpa awak yang tiba-tiba berada dijalur penerbangan pesawat
dan perlu nya sertifikat kelayakan udara bagi pesawat tanpa awak yakni dilengkapi
transponder atau transmisi dan responder yang dimana dapat dilakukan pelacakan
keberadaannya guna menghindari kecelakaan udara oleh VFR yakni penerbangan
menggunakan visual. Dalam  Perlindungan Hukum Represif, pemerintah dalam
memberikan sanksi dapat dikatakan tidak memberikan efek jera dengan sanksi yang ada
dapat dikatakan ringan

Keselamatan penerbangan di dalam dunia penerbangan merupakan prioritas utama.
Pentingnya keselamatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Penerbangan. Maka dalam hal ini otoritas penerbangan memiliki tanggung jawab dan
kewajiban besar demi menjamin terselenggaranya aktivitas penerbangan yang aman dan
selamat dengan melakukan pembinaan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan. Potensi pelanggaran pengoperasian pesawat udara tanpa awak oleh operator
drone tentunya akan menimbul kan terganggunya jalur penerbangan juga mengancam
keselamatan penerbangan. Lalu lintas penerbangan merupakan hal yang penting untuk
dijaga untuk menjamin keselamatan penerbangan. Maka dari itu sangat perlunya counter
measure untuk mencegah sebelum terjadinya kecelakaan penerbangan dari segala
gangguan yang bisa terjadi. Meskipun telah diatur Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor: PM 78 Tahun 2017 Tentang pengenaan Sanksi Administratif

terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang penerbangan, khususnya



terkait pengenaan tindakan berupa, Jamming frekuensi, pemaksaan untuk keluar dari
kawasan atau ruang udara dan penghentian pengoperasian dalam bentuk menjatuhkan pada
area yang aman dan tindakan yang diperlukan lainnya, menurut Pak Agustinus Budi
Hartono (Kepala Sub Direktorat Sertifikasi Pesawat Udara DKPPU) penggunaan Jamming
frekuensi, pemaksaan untuk keluar dari kawasan atau ruang udara dilakukan untuk ruang
udara yang termasuk dalam golongan restricted area atau daerah terlarang efektif
digunakan akan tetapi di uncontrolled area masih banyak belum adanya pengawasan,
sehingga beliau mengatakan bahwa pengawasan diudara untuk mencegah pesawat tanpa
awak mengabaikan NOTAM sehingga masuk dijalur pesawat sangat kurang sekali.

Berdasarkan hasil analisa penulis menarik kesimpulan bahwa otoritas penerbangan
sipil dalam hal ini perlu melakukan tindakan nyata guna terjaminnya keselamatan
penerbangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Penerbangan, penulis berpendapat bahwa penegakan hukum dan pengawasan oleh
pemerintah belum tegas karena penegakan masih berupa teguran yang tentu tidak memiliki
efek jera dan juga Kketerbatasan aparat penegakan guna mencegah pelanggaran
pengoperasian. Pada dasarnya peristiwa pelanggaran pengoperasian pesawat belum pernah
terjadi hingga menyebabkan kecelakaan pesawat akan tetapi bukan berarti tidak akan
terjadi, makan dari itu perlu pengaturan yang cukup detail dan tegas terkait penegakan
hukum dan khusus juga terhadap proses sertifikasi drone.

Berikut penulis menyimpulkan bahwa pengaturan yang dibuat otoritas penerbangan
sipil belum memenuhi aspek preventif, dalam hal pendeteksian pesawat tanpa awak yang
sulit apabila dalam suatu waktu berada dalam jalur penerbangan, perlu adanya intercept
dari aparat penegak hukum yakni TNI dan Polri guna mencegah kecelakaan udara dengan
adanya patroli keamanan udara untuk mencegah hal itu.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil analisa diatas penulis memberikan saran yakni pengaturan mengenai
penegakan hukum yang di pertegas, khususnya mengenai countermeasure apabila terjadi
pelanggaran pengoperasian, karena Bapak Agustinus Budi Hartono (Kepala Sub Direktorat
Sertifikasi Pesawat Udara DKPPU) menyatakan bahwa belum terbentuk law enforcer yang

pasti untuk menindak pesawat nirawak yang melanggar atau mengabaikan aturan



pengoperasian pesawat tanpa awak. Dan juga terkait pengawasan pesawat tanpa awak
perlunya di atur mengenai standar spesifikasi dengan dilengkapi dengan transponder guna
mendapat pengawasan dari ATC (Air Traffic controller) sehingga kontrol akan ruang udara
di indonesia dapat terhindar dari segala ancaman kecelakaan udara yang dilakukan dengan
sengaja atau tidak disengaja, selain adanya sertifikasi operator pesawat udara tanpa awak
dan sertifikasi pesawat tanpa awak perlu juga berlakukannya sertifikasi kelayakan udara
yang dimana dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak diperlukan sistem transmisi
dan responder karena menurut penulis ini merupakan langkah paling efektif dalam
mencegah kecelakaan udara dengan mendeteksi keberadaan pesawat udara tanpa awak

diruang udara yang tidak seharusnya.
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